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OPTIMALISASI KINERJA PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
PERIKANANAN DALAM PENEGAKAN
HUKUM
PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN
ILEGAL

Dona Raisa Monica, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Abstrak
Negara Indonesia menganut asas desentralisasi dalam hal
penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan

Pemerintahan,sehingga pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam
di laut teritorial untuk selanjutnya diberikan sebagian kepada
daerah.Namun konsep desentralisasi, dengan pemberian otonomi
daerah untuk mengelola sumberdaya alam termasuk yang berada di
lautan secara bebas dan mandiri, belum mendorong daerah-daerah di
Indonesia untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada di wilayah laut.
Ironisnya justru otonomi daerah menimbulkan pengkaplingan dan pada
akhirnya menimbulkan konflik. Salah satu metode penangkapan ikan
yang marak terjadi dan meresahkan pemerintah dan juga beberapa
nelayan di Indonesia ialah penggunaan alat tangkap Trawls dan Seine
Nets.Oleh karenanya diperlukan penegakan hukum, salah satunya
dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan.PPNS
Perikanan merupakan salah satu trisula dalam memperkarakan tindak
pidana perikanan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor
45 Tahun 2009 tentang Perikanan,yaitu pada pasal 73A. Penegakan
hukum terhadap penggunaan alat tangkap ikan illegal oleh PPNS ,
mengedepankan fungsi pengawasan, pembinaan, pencegahan,
penyidikan serta tindakan hukum lain sesuai dengan aturan yang
berlaku. Walaupun dalam pelaksanaannya tentu ada hambatan seperti
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tumpang tindihnya kewenangan antar penyidik, namun diharapakan
dalam menjalankan tugas dan fungsinya PPNS dapat bersinergi melalui
koordinasi dengan penyidik Polri,Penyidik Perwira TNI AL serta
pengawas perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi,sehingga kinerja dalam hal penegakan hukum terhadap
penggunaan alat tangkap ikan illegal dapat berjalan secara optimal.

Kata Kunci: PPNS,Penegakan Hukum,Alat Tangkap Ilegal

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 25 A
menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara
kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan
hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.Selanjutnya dalam Pasal
2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia,disebutkan
bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan. Negara
Indonesia terbentuk dari konfigurasi pulau-pulau yang berjumlah
sekitar 17.508, dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut
sekitar 5,8 juta km, memiliki ekosistem laut yang sangat strategis dan
dapat dikelola untuk menjadi andalan pembangunan ekonomi yang
berbasis sumberdaya alam kemaritiman'. Dengan garis pantai sepanjang
itu, berarti Indonesia memiliki wilayah teritorial yang sangat luas.
Keluasan wilayah teritorial laut ini merupakan potensi yang sangat
besar, yang di dalamnya mengandung sumberdaya alam di lautan yang
dapat dimanfaatkan untuk menopang salah satu tujuan negara
Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan
UUD 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum.”

Kita mengetahui bahwa konsep Negara Indonesia yang
menganut asas desentralisasi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan
dan kewenangan Pemerintahan sehingga pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya alam di laut teritorial untuk selanjutnya diberikan sebagian
kepada daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah  sebagaimana telah diubah menjadi
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 yang selanjutnya disebut
Undang-undang Pemerintah Daerah.

! Askin, Mohammad (2008).Aspek Yuridis Pengelolaan Sumberdaya Kemaritiman dan
Lingkungan Hidup, Tulisan pada Buku Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum
Lingkungan.Surabaya.Airlangga University Press. hlm. 320.

2 Jumadi (2018) Pembinaan Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Tkan Ramah Lingkungan
di Perairan Kabupaten Selayar.Jurispudentie,Volume 5 No 1
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Pemberlakuan Undang-undang Pemerintah Daerah berdampak
terhadap kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan pesisir dan
pulau-pulau kecil. Dalam Pasal 27 Undang-undang No 23 Tahun 2014,
Pengelolaan sumberdaya di laut sepenuhnya menjadi kewenangan
daerah Provinsi,yaitu:

(1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumberdaya
alam di laut yang ada di wilayahnya.

(2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumberdaya alam di
laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut

di luar minyak dan gas bumi

b. pengaturan administratif
c. pengaturan tata ruang
d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

(3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumberdaya alam di
laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas)
mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah
perairan kepulauan.

(4) Apabila wilayah laut antar dua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua
puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumberdaya alam
di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis
tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut.

Namun konsep desentralisasi, dengan pemberian otonomi
kepada daerah untuk mengelola sumberdaya alam termasuk yang
berada di lautan secara bebas dan mandiri, belum mendorong daerah-
daerah di Indonesia untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada di
wilayah territorial laut. Irnonisnya justru otonomi daerah itu malah
menimbulkan pengkaplingan dan pada akhirnya menimbulkan konflik.
Salah satu sumber konflik di wilayah pesisir dan laut adalah peningkatan
intensitas eksploitasi sumberdaya laut. Hal ini berkaitan erat dengan
pertambahan unit eksploitasi, pertambahan penduduk (demografi),
lapangan kerja, perubahan tingkat komersialisasi (permintaan pasar),
kondisi ekologis sumberdaya, dan perubahan teknologi. Kondisi ini
mengakibatkan bahwa untuk mencapai hasil tangkapan yang maksimal
agar mencukupi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya,
nelayan cenderung menggunakan beberapa jenis dan metode
penangkapan yang bersifat ilegal ,tidak ramah lingkungan dan dapat
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membahayakan kelestarian sumberdaya serta keseimbangan ekosistem
laut °.

Salah satu metode penangkapan ikan yang saat ini marak terjadi
dan meresahkan pemerintah dan juga beberapa nelayan di Indonesia
ialah penggunaan alat tangkap puket Hela (Trawls ) dan Pukat Tarik
(Seine Nets) serta penggunaan alat tangkap bergerak lainnya yang
cenderung mengeruk ke dasar laut sehingga berakibat perusakan
benthos, terumbu karang (coral reefs), dan organisme lainnya.

Begitu besarnya perhatian Pemerintah Indonesia dalam hal
tindak pidana perikanan khususnya terkait penangkapan ikan dengan
menggunakan alat tangkap ikan ilegal ,maka dibuatlah Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
2/PERMEN-KP /2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan
Ikan Puket Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang dikelilingi
oleh wilayah pesisir laut dan juga pulau-pulau kecil. Kewenangan
pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dari 0-4 mil
yang awalnya dikelola Kabupaten/Kota kini menjadi kewenangan
Provinsi hingga menjadi 0-12 mil.Konsekuensinya adalah segala bentuk
fungsi pengawasan diambil alih oleh pemerintah provinsi.

Adanya beberapa kasus penggunaan alat tangkap ikan illegal
tentunya membutuhkan penegakan hukum. Salah satu pihak yang
memiliki peran dalam hal penegakan hukum adalah Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. PPNS perikanan merupakan pejabat
pegawai negeri sipil perikanan yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan ditunjuk selaku penyidik.Dalam penerapannya pemerintah
daerah melalui PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan berwenang ikut
serta dalam memelihara keamanan di wilayah Perairan/laut dari
penggunaan alat tangkap ikan yang dapat merusak ekosistem laut.

3 Ibidhlm.27.
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B. Pembahasan
1) Pengaturan Hukum Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ilegal

Potensi sumberdaya alam Indonesia tidak hanya terdapat di
daratan, tetapi juga di lautan. Sebagai bagian integral dan bagian dari
yurisdiksi negara Indonesia, terhadap wilayah laut teritorial itu
Pemerintah Indonesia memiliki kedaulatan untuk memanfaatkan dan
memaksimalkan sumberdaya alam di lautan, termasuk melakukan
konservasi. Berkenaan dengan wilayah laut teritorial, di dalam Pasal 2
ayat (1) United Nations Convention on the Law of Sea (UNCLOS)
disebutkan; “The sovereignty of a coastal state extends, beyond its land
territory and internal waters and, in the case of an archipelagis state, its
archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial
sea”, yang menunjukkan secara jelas bahwa kedaulatan negara pantai itu
meliputi laut teritorial dan ruang udara di atasnya serta dasar laut dan
tanah di bawahnya.*

Dalam konteks hukum dibidang kelautan dan perikanan |,
memanfaatkan sumberdaya ikan adalah hak-hak setiap warga Negara,
sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar 1945, yaitu di dalam
Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian dan
berdasarkan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Bumi,
air dan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat. Oleh karenanya rakyat berhak untuk menggunakan dan
memanfaatkan sumberdaya yang ada, namun harus sesuai dengan
prosedur dan tata cara serta aturan hukum yang berlaku.

Marakanya penggunanaan alat tangkap ilegal seperti Pukat Hela
(Trawls),Pukat Tarik (Seine Net) dalam proses penangkapan ikan,tentu
merupakan hal yang sangat memprihatinkan,dikarenakan akan
berdampak terhadap kerusakan ekosistem dan kelestarian biota laut.

Pukat Hela adalah jaring yang berbentuk kantong yang ditarik
oleh satu atau dua kapal pukat, bisa melalui samping atau belakang.
Sebuah alat yang efektif tapi sayangnya tidak selektif, karena alat ini
merusak semua yang dilewatinya. Pukat Hela menjadi masalah karena
dampaknya pada lingkungan, karena pukat hela menggunakan alat
tangkap berat yang diletakkan di dasar laut, hal itu menyebabkan

4 Ibid.,

Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan
dan Perikanan di Era Otonomi Daerah



kehancuran ekosistem laut yaitu kerusakan terumbu karang yang
merupakan habitat ikan dan juga merusak rumput laut.’

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memastikan
penggunaan alat penangkapan ikan (API) jenis trawl atau pukat atau
cantrang tak lagi diperbolehkan. Aturan tersebut diatur dalam Permen
KP No.2/PERMEN-KP /2015 tentang Larangan Penggunaan API Pukat
Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia, meskipun pemerintah daerah
ingin memberikan izin kepada nelayan di atas 30GT, kapal tersebut
hanya bisa beroperasi di bawah 12 mil, wilayah yang menjadi otoritas
provinsi.®

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP /2015 menyatakan bahwa”
Setiap Orang dilarang mengunakan alat penangkapan ikan pukat hela
(trawls) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seins nets) di seluruh
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”.

Sedangkan terkait ancaman pidana bagi pelaku pengguna alat
tangkap ikan ilegal diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang
Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yaitu dalam Pasal 85 yang
menyatakan :

“setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai,
membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat
bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan
sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan
perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Dalam Regulasi tingkat daerah,Pemerintah Provinsi lampung
telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12
Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan
dan Perikanan,yaitu dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e menyatakan: “Setiap
orang atau badan hukum dilarang melakukan penangkapan dan
pembudidayaan ikan dengan menggunakan alat atau bahan yang dapat
membahayakan kelestarian lingkungan, sumberdaya perikanan dan

> Gibran,Muhammd (2017)Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Alat
Tangkap Ikan IllegalUniversitas Lampung.Jurnal Poenale.Volume 5 No.2.
6 Ibid.,
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sumbedaya kelautan”. Selanjutnya dalam pasal 40 huruf (d) menyatakan
bahwa dalam pemanfaatan kelautan dan perikanan di wilayah perairan
laut Provinsi Lampung, setiap orang dan/atau badan hukum secara
langsung atau tidak langsung dilarang menggunakan peralatan, cara dan
metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang.

Diterbitkan dan diberlakukannya beberapa aturan atau dasar
hukum dibidang kelautan dan perikanan oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah merupakan bentuk konkret perhatian serta
keseriusan Negara dalam upaya formulasi penegakan hukum pidana
terhadap penggunaan alat tangkap ikan illegal, oleh karenanya sebagai
tindak lanjut pemberlakuan berbagai peraturan yang telah dibuat,
aparat penegak hukum dibidang kelautan dan perikanan yang salah
satunya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan untuk
menerapkan aturan perundang-undangan tersebut sebagai upaya
penegakan hukum di Indonesia.

2) Optimalisasi Kinerja PPNS Perikanan dalam Penegakan Hukum
Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Ilegal

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat
Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) terus menyosialisasikan
penangkapan ikan ramah lingkungan untuk usaha penangkapan ikan
yang lestari dan berkelanjutan. Setelah sebelumnya dilakukan di
berbagai lokasi di Jawa, Papua, dan Maluku, kali ini dilakukan di Provinsi
Lampung. Dengan jargon “lkan Lestari, Nelayan Berseri” acara
dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lempasing
(20/12).Menjawab salah seorang nelayan Lampung hadir, Agus, terkait
penangkapan ikan yang dilarang dan penangkapan ikan ramah
lingkungan, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja
menjelaskan bahwa sebagian wilayah penangkapan di perairan
Indonesia cenderung mengawatirkan karena aktivitas penangkapan
berlebih dan praktek-praktek penangkapan ikan yang tidak ramah
lingkungan termasuk penggunaan alat tangkap yang dilarang seperti
cantrang.’

Penegakan hukum di laut mempunyai pengertian adalah segala
upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjamin keselamatan
dan keamanan di laut yurisdiksi nasional Indonesia, baik keselamatan
dan keamanan manusia, lingkungan alam, maupun keselamatan dan

7 KKP News (2018) KKP Sosialisasikan Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan di Provinsi
Lampung. News.kkp.go.id.
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keamanan pelayaran ®.Salah satu bentuk penegakan hukum ialah
tindakan penyidikan.Kegiatan penyidikan tindak pidana perikanan
diatur didalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perikanan,menjelaskan bahwa penyidikan tindak pidana perikanan
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Perwira TNI AL,
dan/atau Penyidik Polri.

Secara terminologi PPNS Perikanan menurut PP Nomor 58
Tahun 2010 Pasal 1 angka 6, adalah Pegawai Negeri tertentu
sebagaimana disebutkan dalam KUHAP, baik yang berada di pusat
mauapun di daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang,
dalam hal ini wewenang dalam penanganan tindak pidana perikanan.

PPNS Perikanan merupakan salah satu trisula dalam
memperkarakan tindak pidana perikanan sebagaimana yang diatur di
dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan,yaitu
pada pasal 73A, penyidik memiliki 12 kewenangan, yaitu : 1). menerima
laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di
bidang perikanan; 2). memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau
saksi untuk didengar keterangannya; 3). membawa dan menghadapkan
seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar
keterangannya; 4). menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang
diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana
di bidang perikanan; 5). menghentikan, memeriksa, menangkap,
membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka
melakukan tindak pidana di bidang perikanan; 6). Memeriksan
kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan; 7). memotret
tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan; 8).
mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak
pidana di bidang perikanan; 9). membuat dan menandatangani berita
acara pemeriksaan; 10). melakukan penyitaan terhadap barang bukti
yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana; 11). melakukan
penghentian penyidikan; dan 12). mengadakan tindakan lain yang
menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal telah terjadi tindak pidana penggunaan alat tangkap
ikan illegal, PPNS perikanan berwenang melakukukan tindakan
sebagaimana di atur di dalam Pasal 73A Undang-Undang

8 Gibran, Muhammd. Op.Cir. hlm 4.
 Maronie,S.(2017). Peranan PPNS Perikanan dalam Penanganan Tindak Pidana
Perikanan. Jakarta. KKP.go.id.
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Perikanan.Namun secara khusus penegakan hukum yang dilakukan oleh
PPNS Perikanan secara preventif adalah melakukan penyuluhan dan
sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan perundang-undangan
dibidang kelautan dan perikanan, mengadakan patroli keamanan laut
secara berkala, membentuk kelompok masyarakat pengawas
(Pokmaswas) yaitu sebagai bagian dari sistem pencegahan pelanggaran
dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta
perpanjangan tangan dari mitra PPNS serta melakukan koordinasi
dengan Penyidik Polri, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut serta
pengawas perikanan pada dinas kelautan dan perikanan Provinsi
Lampung. 10

PPNS Perikanan menjadi pilar penegakan hukum tindak pidana
perikanan dalam mengusung misi Kementrian Kelautan Perikanan (KKP)
yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan dengan melihat
rekapitulasi data banyaknya kasus yang ditangani oleh PPNS
Perikanan.Untuk koordinasi antar penyidik telah dieliminir dengan
penandatangan PKB antara KKP dengan TNI AL dan Polri, serta
dibentuknya dua wadah koordinasi yaitu faktor penanganan TPP dan
satgas 115."

Optimalisasi kinerja PPNS Perikanan dalam penegakan hukum
penggunaan alat tangkap ikan ilegal,dilakukan melalui beberapa upaya
diantaranya yaitu penambahan jumlah tenaga PPNS.PPNS yang ada juga
diharapkan dapat diberikan pelatihan untuk peningkatan kualitas PPNS
Perikanan, misalnya pelatihan Teknik pengungkapan kasus Destructive
Fishing (Scientific Investigation Crime) atau pelatihan diklat Intelijen
Dasar hal ini dengan melihat adanya tahapan pemeriksaan pendahuluan
sebelum penyidikan. > Dengan upaya pengoptimalan kinerja PPNS
Perikanan diharapkan mampu meminimalkan terjadinya penggunaan
alat tangkap illegal ataupun tindak pidana perikanan lainnya.

C. Penutup

Optimalisasi kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
perikanan dalam penegakan hukum penggunaan alat penangkapan ikan
illegal dilakukan sebagai wupaya pemerintah dalam menjamin
keselamatan dan keamanan di laut yurisdiksi nasional Indonesia, baik

10 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi lampung

I Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.(7/10/18).Peranan PPNS
Perikanan dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan KKP.go.id.

12 Ibid.,
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keselamatan dan keamanan manusia, lingkungan alam, maupun
keselamatan dan keamanan pelayaran. Penyidik Pegawai Negeri Sipil
perikanan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya diatur didalam
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yaitu pada
pasal 73A. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, PPNS
mengedepankan fungsi pengawasan, pembinaan, pencegahan,
penyidikan serta tindakan hukum lain sesuai dengan aturan yang
berlaku. Walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan
seperti tumpang tindihnya kewenangan antar lembaga penyidik
dibidang kelautan perikanan, namun diharapakan PPNS dapat
bersinergi dengan upaya koordinasi dengan penyidik Polri, Penyidik
Perwira TNI AL serta pengawas perikanan pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi.
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